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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan inovasi pelayanan 

retribusi sampah non-tunai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Kota Pekanbaru serta menganalisis faktor penghambat dalam 

pelaksanaannya. Inovasi ìni berbasis penggunaan Quick Responds Code 

Indonesian Standard (QRIS) yang terdapat dalam Surat Keterangan Retribusi 

Daerah (SKRD) dan mulai diterapkan sejak tahun 2024. Tujuannya adalah 

mempermudah pelayanan, mencegah pungutan liar, serta menciptakan 

pemungutan retribusi yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi. 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Analisis penelitian menggunakan indikator inovasi pelayanan menurut 

Gebauer et al yaitu keterlibatan pelanggan, layanan mandiri, pengalaman 

pelanggan, pemecahan masalah, dan co-designing. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa inovasi ini memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi 

dalam pembayaran retribusi sampah serta telah mencerminkan beberapa 

indikator inovasi pelayanan, terutama aspek layanan mandiri dan pemecahan 

masalah. Sementara itu faktor penghambat dalam inovasi pelayanan retribusi 

sampah non-tunai oleh DLHK Kota Pekanbaru ialah keterbatasan dana, masih 

sedikitnya jumlah wajib retribusi, dan sarana dan prasarana yang terbatas. 

Kata Kunci: Inovasi, Retribusi Sampah, Pembayaran Non Tunai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kota 

Pekanbaru 

Abstract: This study aims to describe the innovation of non-cash waste retribution services implemented by the Department of 

Environment and Sanitation (DLHK) of Pekanbaru City and to analyze the inhibiting factors in its implementation. This innovation 

is based on the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), which is integrated into the Regional Retribution 

Certificate (SKRD) and has been implemented since 2024. The main goals are to simplify services, prevent illegal levies, and create a 

more accountable, transparent, and administratively orderly retribution collection system. The study employs a qualitative method 

using a case study approach. The analysis is based on the service innovation indicators proposed by Gebauer et al., which include 

customer involvement, self-service, customer experience, problem-solving, and co-designing. The findings indicate that this 

innovation has facilitated payment processes and enhanced transparency in waste retribution collections. It reflects several service 

innovation indicators, particularly in self-service and problem-solving aspects. However, its implementation is hindered by limited 

funding, a low number of retribution payers, and inadequate facilities and infrastructure. 

Keywords: Innovation, Waste Retribution, Non-Cash Payment, Department of Environment and Sanitation, Pekanbaru City 

 

Pendahuluan 

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Riau menghadapi 

permasalahan pengelolaan sampah yang kompleks, salah satunya pemungutan retribusi 

sampah. Retribusi sampah merupakan iuran atau pemungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah kepada pengguna jasa kebersihan yakni badan usaha maupun non-
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badan usaha sebagai imbalan atas jasa pelayanan pengelolaan sampah yang telah 

diberikan. Retribusi sampah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Retribusi sampah yang dipungut 

oleh pemerintah daerah nantinya digunakan untuk mendanai berbagai aspek pengelolaan 

sampah dam juga kebersihan seperti operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah, 

pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana serta digunkan untuk gaji dan insentif 

petugas kebersihan bahkan dapat berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD).  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang selanjutnya 

disingkat dengan DLHK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung 

jawab terhadap urusan kebersihan dan lingkungan hidup dalam melakukan pengelolaan 

sampah di Kota Pekanbaru. DLHK Kota Pekanbaru juga bertanggung jawab memungut 

retribusi sampah sebagai imbalan atas jasa kebersihan yang diberikan. Retribusi sampah 

yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK Kota Pekanbaru dalam 

beberapa tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun target dan 

realisasi penerimaan retribusi sampah oleh DLHK Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut 

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah oleh DLHK Kota 

Pekanbaru Tahun 2022-2024 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2022 Rp. 28.861.082.064 Rp.4.207.945.765 14,58% 

2023 Rp. 32.746.985.792 Rp.4.386.567.790 13.40% 

2024 Rp. 29.702.886.013 Rp.3.965.975.452 13 % 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2025 

 

Sejak tahun 2022, retribusi sampah yang dipungut oleh DLHK Kota Pekanbaru 

tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dengan persentase dibawah 

15 %. Hal tersebut makin diperparah oleh maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang 

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebuah kasus menonjol 

terjadi pada Juli 2024, ketika tujuh orang pelaku pungli dalam pengelolaan sampah 

ditangkap olelh aparat kelpolisian. Melrelka ke ldapatan mellakukan pungutan liar telrhadap 

masyarakat delngan modus pe lngangkutan sampah di be lbelrapa titik wilayah kota. 

Ironisnya, salah satu pe llaku bahkan melngaku se lbagai pe lgawai Dinas Lingkungan Hidup 

dan Ke lbelrsihan (DLHK) Kota Pe lkanbaru, namun pihak DLHK Kota Pe lkanbaru 

me lmbantah status ke lpelgawaian telrse lbut (De ltikcom, 2025). 

Belrdasarkan felnomelna telrselbut, Pe lmelrintah Kota Pelkanbaru me lnelrbitkan Surat 

ELdaran Wali Kota Pe lkanbaru Nomor 61 Tahun 2024 Te lntang Pe lmbayaran Reltribusi 

Pe lrsampahan Wajib Re ltribusi Badan/Usaha dan Pe lrumahan Non-Tunai se lbagai upaya 

pe lnelrtiban dan optimalisasi siste lm pelmbayaran reltribusi pe lrsampahan di Kota 

Pe lkanbaru, khususnya bagi wajib re ltribusi yang te lrdiri dari badan atau pe llaku usaha selrta 

pe lrumahan. Pe lraturan te lrse lbut melnjadi peldoman inovasi pe llayanan re ltribusi sampah 

non–tunai/cashle lss olelh Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pe lkanbaru. 

Pe lraturan telrse lbut melne lgaskan bahwa mulai tahun 2024, se lluruh pe lmbayaran reltribusi 

pe lrsampahan harus dilakukan se lcara non-tunai mellalui transfelr bank ke l relkelning relsmi 
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milik Pe lmelrintah Kota Pe lkanbaru, selpelrti Bank Riau Kelpri Syariah dan BNI. Pe lmbayaran 

tidak lagi dipelrbolelhkan se lcara tunai, baik kelpada peltugas pelmungut di lapangan 

maupun pihak manapun yang me lngatasnamakan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Ke lbelrsihan (DLHK). Seltiap wajib re ltribusi akan me lnelrima Surat Kelteltapan Re ltribusi 

Dae lrah (SKRD) selbagai bukti relsmi tagihan, dan be lrdasarkan SKRD telrselbut, melrelka 

wajib me lntransfelr dana se lsuai nominal yang te lrtelra langsung kel relkelning kas daelrah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi pe llayanan reltribusi sampah non–tunai/cashle lss melrupakan te lrobosan dari 

Pe lmelrintah Kota Pelkanbaru me llalui Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan (DLHK) 

Kota Pelkanbaru yang be lkelrja sama de lngan pihak Bank Ne lgara Indone lsia (BNI) dan Bank 

Riau Ke lpri (BRK) Syariah de lngan pelnggunaan platform digital Quick Relsponsel Codel 

Indone lsian Standard (QRIS). Olelh karelna itu pe lnting bagi tiap wajib re ltribusi untuk 

me lmiliki pelrangkat ellelktronik se lpelrti smartphone l selrta tellah me lmiliki salah satu re lkelning 

Bank Ne lgara Indonelsia (BNI) maupun Bank Riau Ke lpri (BRK) Syariah. Apabila wajib 

reltribusi tidak me lmiliki salah satu dari ke ldua relkelning bank te lrselbut, maka wajib 

reltribusi te ltap dapat me lmbayarnya me llalui aplikasi dompe lt digital (ellelctronic walle lt) 

se lpelrti DANA, GoPay maupun OVO. 

Pelnellitian yang dilakukan ole lh Syabrina dan Ge lvisionelr (2022) melnunjukkan 

bahwa tingkat kelsiapan Pe lmelrintah Kota Pe lkanbaru dalam me lnelrapkan Sistelm 

Pe lmbayaran Reltribusi Pe llayanan Pe lrsampahan/Ke lbelrsihan (RPP/K) Non Tunai belrada 

pada angka 73,26%, yang te lrmasuk dalam kate lgori “siap” pada skala pe lnilaian. Pe lnilaian 

ini dilihat dari lima aspe lk utama, yaitu stratelgi, telknologi, organisasi, pe lrsonell, dan 

lingkungan. 

Inovasi me lnurut ELvelreltt Rogelrs dalam (Adianto, 2020) me lrupakan se lbuah idel, 

praktik atau objelk yang dianggap baru ole lh pribadi atau kellompok pelngadopsi. Apabila 

suatu hal dilihat se lbagai se lsuatu yang baru ole lh selselorang maka itulah yang diselbut 

inovasi. Jose lph Alois Schumpe ltelr dalam (Arviansyah, 2020) yang dijuluki se lbagai “prophelt 

of innovation” dalam bidang e lkonomi me lnyatakan bahwa inovasi adalah kombinasi dari 

pe lngeltahuan dan prose ls yang melnghasilkan idel baru. Inovasi dapat belrupa prose ls, 

me ltodel pelmasaran baru, atau me ltodel baru yang dikelmbangkan ole lh organisasi. Konse lp 

Gambar 1. 1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru, 2025 
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inovasi me lnurut Widodo dalam  yaitu Inovasi harus be lrkellanjutan, me lmbelrikan dampak 

positif bagi masyarakat dan mampu me lmbe lri solusi te lrhadap masalah Se ldangkan 

me lnurut Prabowo e lt al., (2022), inovasi me lwakili suatu ke lbaruan yang dimana dalam 

inovasi elrat kaitannya de lngan selsuatu yang hal baru bagi se lselorang, masyarakat, 

organisasi maupun kondisi te lrte lntu 

Telori yang digunakan pe lnelliti pada pe lnellitian adalah prose ls pelnciptaan nilai 

be lrkellanjutan dalam kontelks inovasi me lnurut Ge lbauelr elt al. (dalam Purnomo & Niswah, 

2019). Telori telrse lbut digunakan se lbagai kelrangka analisis untuk me lmahami bagaimana 

inovasi ini me lnciptakan nilai belrkellanjutan bagi masyarakat dan pe lmelrintah daelrah. 

Sellain itu telori ini sangat rellelvan karelna me lnjellaskan bahwa inovasi layanan publik yang 

e lfelktif tidak cukup hanya be lrbasis te lknologi, namun harus mampu mellibatkan pellanggan 

(dalam hal ini masyarakat pe lmbayar reltribusi), me lnyellelsaikan masalah aktual, dan 

me lmbelrikan pelngalaman layanan yang le lbih baik, se lhingga nilai yang diciptakan be lrsifat 

jangka panjang dan be lrkellanjutan. 

Dalam pelnellitian ini, fokus utama adalah me lndelskripsikan dan me lnganalisis 

inovasi pe llayanan reltribusi sampah non-tunai/cashle lss olelh DLHK Kota Pelkanbaru se lrta 

me lngidelntifikasi dan me lnganalisis faktor pe lnghambat inovasi pe llayanan re ltribusi 

sampah non-tunai/cashle lss olelh DLHK Kota Pe lkanbaru. De lngan me lmastikan se ltiap rupiah 

yang dikelluarkan nelgara belnar-belnar melnghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, 

diharapkan siste lm pelngadaan dapat be lrjalan lelbih elfelktif dan belrkellanjutan. 

Pelnellitian ini me lmbelrikan manfaat bagi be lrbagai pihak. Selcara akade lmis, kajian ini 

be lrguna me lnambah re lfelrelnsi ke lpustakaan di Program Studi Administrasi Publik. Se llain 

itu juga dapat dijadikan se lbagai bahan rujukan bagi pe lnelliti se llanjutnya dalam me lmbahas 

pe lrmasalahan yang sama. Dari pe lrspelktif praktis, pe lnellitian ini diharapkan be lrguna 

se lbagai bahan masukan, pe lrtimbangan maupun korelksi bagi pihak instansi te lrkait yaitu 

Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pelkanbaru dalam pe llaksanaan inovasi 

pe llayanan reltribusi sampah non-tunai/cashle lss. 

Metode Penelitian 

Pelnellitian ini me lnelrapkan me ltode l kualitatif de lngan pelndelkatan studi kasus. 

Me lnurut (Fiantika e lt al., 2022) studi kasus adalah se lsuatu yang unik, kare lna me lngacu 

pada se lbuah prose ls yang telrjadi di waktu te lrtelntu dan me lmiliki kaitan delngan apa yang 

dapat direlflelksi dari fe lnomelna yang ada. Sellain itu, studi kasus juga dapat me lmbelrikan 

gambaran yang holistik dan rinci te lntang satu kasus spe lsifik. Seldangkan melnurut 

(Khairani dan Manurung, 2021) me ltodel studi kasus be lrtujuan untuk me lnelliti suatu kasus 

atau fe lnomelna telrtelntu yang ada dalam masyarakat se lcara melndalam untuk me lmpellajari 

latar be llakang, keladaan, dan inte lraksi yang te lrjadi.  

Alasan pelnelliti melnggunakan me ltodel pelnellitian kualitatif delngan pelndelkatan 

studi kasus dikare lnakan pe lnellitian ini fokus pada satu kasus khusus, yaitu pe llayanan 

reltribusi sampah non-tunai. Se llain itu, pe lndelkatan kualitatif de lngan me ltodel studi kasus 

be lrtujuan untuk me lmpe lrolelh pelmahaman yang melndalam telrkait pellaksanaan inovasi 

pe llayanan reltribusi sampah non-tunai/cashle lss yang dikellola ole lh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pelkanbaru. Me llalui pelndelkatan ini, pe lnelliti belrupaya 
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me lnggambarkan se lcara me lnyelluruh felnomelna dan kondisi yang muncul dalam  inovasi 

te lrselbut, telrmasuk belrbagai faktor yang melmelngaruhinya. 

Pelnellitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Limgkungan Hidup dan Ke lbelrsihan 

(DLHK) Kota Pe lkanbaru. Lokasi telrselbut dipilih dikare lnakan DLHK Kota Pelkanbaru 

me lrupakan pelnyeldia layanan reltribusi sampah non-tunai/cashle lss, selhingga akan 

me lmpelrmudah untuk me llakukan prosels pelne llitian. Pe lnellitian ini me llibatkan informan 

yang belrpelran dalam me lmbelrikan informasi tambahan guna me lmpe lrolelh data selcara 

me lnyelluruh, diantaranya adalah Ke lpala UPT Pe llayanan Pe lrsampahan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pe lkanbaru, Kasubag Tata Usaha UPT Pe llayanan 

Pe lrsampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pe lkanbaru selbagai 

pe lnyeldia layanan reltribusi sampah non tunai, masyarakat yang sudah me llakukan 

pe lmbayaan reltribusi sampah se lcara non tunai se lbagai pe lnelrima layanan re ltribusi sampah 

non tunai se lrta masyarakat yang bellum me llakukan pe lmbayaran re ltribusi sampah se lcara 

non tunai. 

Jelnis data yang digunakan dalam pe lnellitian ini adalah data prime lr dan se lkundelr. 

Untuk melmpelrolelh informasi yang be lrkaitan delngan topik pe lnellitian, pelnulis 

me lnggunakan belbelrapa te lknik pelngumpulan data. Te lknik-telknik te lrselbut me lliputi 

wawancara, obse lrvasi, dan dokume lntasi. Se lme lntara itu, analisis data dilakukan me llalui 

e lmpat tahap, yaitu pe lngumpulan data, re lduksi data, pe lnyajian data, dan pe lnarikan 

ke lsimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

 Tujuan dari pelnellitian ini yaitu melndelskripsikan inovasi pe llayanan re ltribusi 

sampah non-tunai/cashle lss olelh Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan (DLHK) Kota 

Pe lkanbaru se lrta melnganalisis faktor pelnghambat dalam pe llaksanaannya. Analisis 

pe lnellitian melnggunakan indikator inovasi pe llayanan me lnurut Ge lbauelr elt al dalam 

(Purnomo dan Niswah, 2019) yang te lrdiri atas lima indikator yaitu ke ltelrlibatan 

pe llanggan, layanan mandiri, pe lngalaman pe llanggan, pe lmelcahan masalah, dan co-

de lsigning. 

a. Inovasi Pelayanan Retribusi Sampah Non Tunai/Cashless Oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

1. Keterlibatan Pelanggan 

 Indikator ke ltelrlibatan pe llanggan melmaparkan upaya maupun 

tindakan yang dilakukan olelh Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan 

(DLHK) Kota Pe lkanbaru se lbagai pelnyeldia layanan dalam hal me lnye lbarkan 

informasi atau pe lmbelritahuan ke lpada masyarakat. 

 Adapun upaya yang dilakukan ole lh DLHK Kota Pe lkanbaru dalam 

melnyelbarluaskan adanya inovasi pellayanan reltribusi sampah se lcara non-

tunai yakni mellalui 3 cara, pelrtama delngan me lnyelbarkan Surat ELdaran Wali 

Kota Pelkanbaru Nomor 61 Tahun 2024 ke lpada para Camat dan Lurah di 

Kota Pe lkanbaru agar me lngingatkan masyarakat telmpat me lrelka belrdomisili 

untuk dapat me lmbayar reltribusi sampah se lcara non-tunai. Ke lmudian yang 

keldua se lcara aktif di me ldia sosial Instagram re lsmi DLHK Kota Pe lkanbaru 
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melngingatkan agar masyarakat tidak lagi me lmbayar reltribusi sampah se lcara 

tunai karelna pe lmbayaran reltribusi sampah hanya dilakukan me llalui me ltodel 

non-tunai saja. Upaya te lrakhir yang dilakukan DLHK Kota Pe lkanbaru yakni 

delngan me lmbelkali se lluruh truk pe lngangkut sampah de lngan barcode l QRIS 

pelmbayaran reltribusi sampah se lcara non-tunai. 

2. Layanan Mandiri 

 Indikator layanan mandiri me lnelrangkan bahwa suatu inovasi 

belrbasis e llelktronik harus me lmiliki nilai layanan mandiri, yang mana harus 

dilakukan me llalui inte lrnelt, tellelpon gelnggam, te lrminal kompute lr, atau 

melsin tike lt yang me lmungkinkan pe llanggan untuk me lme lsan, me lmbelli, dan 

belrtukar sumbe lr daya tanpa adanya inte lraksi langsung de lngan pelgawai 

pelnyeldia layanan yang be lrtujuan agar pe llayanan yang dibe lrikan lelbih ce lpat 

dan selsuai de lngan kelbutuhan dan ke linginan pe llanggan. 

 Delngan adanya inovasi pe llayanan re ltribusi sampah se lcara non-tunai, 

masyarakat dapat me lngakse ls selcara mandiri barcodel QRIS yang tellah dibuat 

olelh DLHK Kota Pe lkanbaru dalam Surat Ke lteltapan Reltribusi Dae lrah 

(SKRD). Hal ini me lmbuat masyarakat se llaku wajib re ltribusi tidak pe lrlu 

telrlibat tatap muka langsung ke lpada peltugas pe lmungut reltibusi sampah 

selrta dapat me lngaksels dan me llakukan pe lmbayaran reltribusi sampah kapan 

saja dan dimana saja de lngan catatan melmiliki sambungan inte lrnelt. 

3. Pengalaman Pelanggan 

 Indikator pe lngalaman pe llanggan belrfokus pada pe lrse lpsi atau 

relspons masyarakat se llaku pelnelrima layanan te lrhadap layanan yang tellah 

dibelrikan. Pelnelliti ingin me llihat bagaimana pe lngalaman pe llanggan saat 

mellakukan pelmbayaran reltribusi sampah se lcara non-tunai. Dalam inovasi 

pellayanan reltribusi sampah non-tunai me lnghadirkan suatu hal yang baru 

bagi masyarakat sellaku pelnelrima layanan dari DLHK Kota Pe lkanbaru, 

karelna masyarakat dapat me llakukan pe lmbayaran reltribusi sampah tanpa 

pelnggunaan uang tunai dan me llalui smartphone l. 

 Delngan adanya inovasi pe llayanan reltribusi sampah se lcara non-tunai 

telrbukti mampu me lmpelrmudah informan dalam pe lne llitian ini dalam 

mellakukan pelmbayaran reltribusi sampah. Se ljak dijalankan se lcara 

kelselluruhan pada tahun 2024, wawancara pe lnelliti delngan informan 

melnelmukan bahwa be llum atau bahkan tidak me lmiliki ke lndala se llama 

mellakukan pelmbayaran reltribusi sampah se lcara non-tunai. Hal ini 

dikarelnakan prose ls pe lmbayaran yang sangat mudah, tinggal me llakukan 

scan barcode l yang te lrdapat di dalam SKRD, kelmudian langsung 

melmasukkan nominal se lbelsar yang telrcantum di dalam SKRD. Pe lrselpsi atau 

relspons masyarakat atau wajib re ltribusi se llaku pelnelrima layanan me lrasa 

sangat dipe lrmudah, se lnang dan me lndukung adanya inovasi pe llayanan 

reltribusi sampah se lcara non-tunai ini. 

4. Pemecahan Masalah 
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 Indikator pelmelcahan masalah me lnelkankan ke lmampuan pe lnyeldia 

layanan dalam me lnganalisis dan me lnye llelsaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat selbagai pe lnelrima layanan. Indikator ini be lrtujuan agar dapat 

telrcapainya nilai pelrbaikan belrsama pada inovasi pellayanan reltribusi 

sampah non-tunai. Pe lndelkatan proaktif dalam me lnawarkan solusi yang 

elfelktif me lnjadi kunci dalam indikator ini. Dalam hal ini, te lrdapat 2 masalah 

atau kelndala yang pelnelliti dapatkan be lrdasarkan hasil pe lngumpulan data 

yakni masih banyak masyarakat yang me lmbayar reltribusi sampah se lcara 

tunai ke lpada pelngellola sampah mandiri yang tidak belkelrja sama de lngan 

DLHK Kota Pelkanbaru dan yang ke ldua masih dite lmukan adanya oknum 

yang tidak be lrtanggung jawab me lminta bahkan me lmaksa iuran re ltribusi 

sampah selcara tunai. 

 Adapun langkah atau upaya yang dilakukan DLHK Kota Pe lkanbaru 

untuk me lmelcahkan masalah masih banyak masyarakat yang me lmbayar 

iuran re ltribusi sampah ke lpada pe lngellola sampah mandiri adalah de lngan 

melmbelrikan surat be lrupa pe lringatan dan ajakan agar pe lngellola sampah 

mandiri ini dapat be lkelrja sama de lngan DLHK Kota Pelkanbaru. Apabila 

pelngellola sampah mandiri ini be lke lrja sama de lngan DLHK Kota Pe lkanbaru 

maka sampah yang te llah dikumpulkan ole lh pelngellola sampah mandiri 

dapat dibuang di TPA Muara Fajar dan dapat me lningkatkan pe lnelrimaan 

reltribusi sampah yang dite lrima olelh DLHK Kota Pelkanbaru. Se ldangkan 

untuk masalah te lrkait masih adanya oknum yang tidak be lrtanggung jawab 

melminta bahkan melmaksa iuran reltribusi sampah se lcara tunai, DLHK Kota 

Pelkanbaru melrelspon de lngan diluncurkannya layanan call celntelr lapor 

reltribusi yang telrse ldia di 15 kelcamatan di Kota Pe lkanbaru. Apabila te lrdapat 

masih adanya oknum yang te ltap me lminta uang reltribusi sampah se lcara 

tunai, maka masyarakat dapat me llaporkannya de lngan me lnghubungi nomor 

call celntelr selsuai delngan nomor kelcamatan masyarakat telrselbut tingggal. 

5. Co-designing (Perancangan Bersama) 

 Indikator co-delsigning dalam te lori Ge lbauelr elt al. melnelkankan 

pelntingnya kolaborasi antara pe llanggan dan pe lnyeldia layanan dalam 

melrancang atau melnye lsuaikan layanan. Me llalui prose ls ini, layanan yang 

dihasilkan le lbih se lsuai de lngan kelbutuhan spe lsifik pe llanggan, me lningkatkan 

rellelvansi dan nilai tambah bagi ke ldua bellah pihak. Dalam kontelks 

pellayanan reltribusi sampah non-tunai ole lh DLHK Kota Pe lkanbaru, co-

delsigning melngacu pada se ljauh mana masyarakat atau pe lngguna layanan 

dilibatkan dalam pe lrelncanaan, pelngambilan ke lputusan, dan e lvaluasi dalam 

siste lm inovasi pe llayanan re ltribusi sampah non-tunai. 

 Indikator co-delsigning dalam inovasi ini masih te lrgolong minim. 

DLHK Kota Pe lkanbaru bellum se lpe lnuhnya me llibatkan masyarakat se lbagai 

mitra dalam me lrancang dan me lngelmbangkan siste lm inovasi pe llayanan 

reltribusi sampah non tunai. Pe llibatan masyarakat baru te lrjadi se ltellah 

inovasi pe llayanan reltribusi sampah non-tunai belrjalan me llalui layanan call 
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celntelr lapor reltribusi bukan dalam tahap pe lrelncanaan atau delsain awal. 

Namun de lmikian, adanya layanan call ce lntelr yang diseldiakan ole lh DLHK 

Kota Pe lkanbaru me lnunjukkan upaya awal me lnuju pelne lrapan prinsip co-

delsigning. Mellalui layanan ini, masyarakat yang te llah melnggunakan siste lm 

non-tunai dibe lri ruang untuk me lnyampaikan kritik, saran, atau masukan 

telrhadap inovasi telrselbut. Hal telrselbut me lrupakan belntuk pellibatan 

masyarakat dalam tahap e lvaluasi dan pe lrbaikan layanan, me lskipun bellum 

pada tahap pe lrancangan. Melski belgitu, ke lbelradaan kanal komunikasi 

selpelrti ini teltap pelnting untuk melndorong partisipasi masyarakat dan 

selbagai me lkanisme l umpan balik. 

b. Faktor Penghambat Inovasi Pelayanan Retribusi Sampah Non Tunai/Cashless 

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru  

1. Keterbatasan Dana 

 Telrbatasnya dana yang dimiliki ole lh DLHK Kota Pe lkanbaru se lbagai 

pelnyeldia layaan dalam pe lnelrapan inovasi pe llayanan reltribusi sampah non-

tunai me lmbuat pe lnye lbaran informasi langsung tatap muka ke lpada 

msyarakat bellum dilakukan karelna melmbutuhkan dana yang cukup be lsar. 

Akibatnya masih banyak masyarakat se lbagai pe lngguna layanan ke lbelrsihan 

yang bellum melngeltahui adanya ke lbijakan inovasi pe llayanan reltribusi 

sampah selcara non-tunai. 

2. Rendahnya Jumlah Wajib Retribusi 

  Wajib re ltribusi me lrupakan pihak-pihak yang dike lnai kelwajiban 

melmbayar reltribusi atas layanan pe lngellolaan sampah yang dise ldiakan olelh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan (DLHK). Minimnya jumlah wajib 

reltribusi be lrdampak langsung te lrhadap relndahnya capaian pe lnelrimaan 

reltribusi sampah, me lskipun siste lm inovasi pe llayanan non-tunai te llah 

dite lrapkan. Hal telrselbut dibuktikan de lngan relalisasi re ltribusi sampah yang 

dite lrima DLHK Kota Pe lkanbaru seljak 2022 hingga 2024 yang jauh dari targe lt 

yang tellah diteltapkan bahkan re ltribusi sampah yang dite lrima olelh DLHK 

Kota Pelkanbaru tidak pe lrnah melncapai angka 15% dari targe lt yang tellah 

dite ltapkan. 

 Data yang pelnelliti dapatkan dari DLHK Kota Pe lkanbaru bahwa 

jumlah wajib re ltribusi sampah di Kota Pe lkanbaru pada tahun 2025 

belrjumlah 888 wajib reltribusi yang telrdiri dari individu maupun badan 

usaha. Apabila dibandingkan delngan data jumlah rumah tangga atau ke lpala 

kelluarga di Kota Pelkanbaru te lrcatat selbanyak 242.989 kelpala kelluarga pada 

tahun 2023 (BPS Provinsi Riau, 2023). Se llain itu, belrdasarkan data yang 

dipelrolelh dari laman relsmi Cakaplah.com (2024), jumlah Usaha Mikro, 

Kelcil, dan Melnelngah (UMKM) di Kota Pe lkanbaru belrjumlah 26.684 unit 

pada tahun 2024. Data-data yang tellah pelnelliti paparkan dapat me lnjadi 

gambaran bahwa jumlah wajib re ltribusi yang ada saat ini di Kota Pe lkanbaru 

masih sangat se ldikit apabila dibandingkan de lngan jumlah ke lpala kelluarga 

maupun badan usaha yang ada di Kota Pe lkanbaru. 
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3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana  

 Telrbatasnya armada pe lngangkut sampah yang dimiliki ole lh DLHK 

Kota Pelkanbaru untuk me lmungut sampah di se ltiap sudut Kota Pe lkanbaru 

melmunculkan inisiatif pe lngellolaan sampah se lcara mandiri ole lh masyarakat 

atau pihak swasta di be lrbagai kawasan telrutama di dae lrah pelrumahan di 

Kota Pe lkanbaru. Pe lnge llola sampah mandiri ini melmungut iuran sampah 

selcara tunai, di luar siste lm relsmi DLHK Kota Pe lkanbaru. Akibatnya, 

kontribusi dari masyarakat yang me lnggunakan jasa pe lngellolaan mandiri 

tidak telrcatat dalam siste lm pelnelrimaan reltribusi DLHK Kota Pe lkanbaru, 

juga me lnciptakan dualisme l dalam siste lm pelngellolaan dan pe lnarikan 

reltribusi sampah yang be lrpotelnsi me lmbingungkan masyarakat. 

Simpulan 

Inovasi pellayanan reltribusi sampah non-tunai olelh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Ke lbelrsihan (DLHK) Kota Pelkanbaru dalam kontelks (1) Keltelrlibatan Pe llanggan, upaya 

sosialisasi te llah dilakukan me llalui pelnyelbaran informasi ke lpada Camat dan Lurah, me ldia 

sosial, se lrta pe lmasangan barcodel pada armada pe lngangkut sampah. (2)  Layanan Mandiri, 

masyarakat juga dapat me lngaksels layanan se lcara mandiri tanpa bantuan pe ltugas, 

se lhingga lelbih e lfisieln. (3) Pe lngalaman Pe llanggan, relspons masyarakat te lrhadap inovasi 

ini positif kare lna dianggap me lmpelrmudah prose ls pelmbayaran. (4) Pe lmelcahan Masalah, 

untuk me lngatasi pungutan tunai olelh oknum yang tidak belrtanggung jawab, DLHK Kota 

Pe lkanbaru me lnyeldiakan layanan call ce lntelr lapor reltribusi. (5) Co-de lsigning, pellibatan 

masyarakat dalam inovasi ini baru dilakukan se ltellah implelmelntasi, bukan se ljak tahap 

pe lrelncanaan. Selmelntara itu, faktor pelnghambat dalam pelnellitian ini adalah keltelrbatasan 

dana, re lndahnya jumlah wajib re ltribusi dan ke ltelrbatasan sarana dan prasarana 

Dinas Lingkungan Hidup dan Ke lbelrsihan Kota Pelkanbaru selbagai pe lnyeldia 

layanan se lbaiknya me llibatkan masyarakat se ljak tahap pelrelncanaan inovasi pellayanan 

reltribusi sampah non-tunai guna me lningkatkan rasa melmiliki dan partisipasi aktif. 

Pe lnyelbaran informasi harus dioptimalkan hingga tingkat RT/RW de lngan meldia yang 

mudah dipahami, se lrta layanan mandiri pe lrlu dile lngkapi pelndampingan bagi masyarakat 

yang kurang familiar de lngan telknologi digital. Call ce lntelr juga harus dipe lrkuat dari se lgi 

relspons dan pe lnanganan laporan. Pe lmelrintah Kota Pelkanbaru diharapkan melningkatkan 

anggaran bagi DLHK guna me lmaksimalkan inovasi ini. Sosialisasi se lbaiknya dilakukan 

me llalui meldia sosial dan spanduk agar le lbih e lfisieln dan me lnjangkau luas. Kolaborasi 

de lngan pelngellola sampah mandiri juga dipe lrlukan untuk me lnghindari dualismel 

pe lngellolaan dan melningkatkan elfelktivitas inovasi ini. 
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